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 salinan                                    P U T U S A N

Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA.JT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

                   PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai
Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, Selanjutnya disebut sebagai: “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  yang  telah  terdaftar  di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor
5246/Pdt.G/2023/PA.JT,  tanggal  14  Desember 2023  setelah  diperbaiki  oleh
Penggugat  di  depan  persidangan,  dan  mengemukakan  dalil-dalil  sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat  telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 18 Oktober 1985 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta
Nikah Nomor: xxxxx1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur tertanggal
18 Oktober 1985;
2. Bahwa,  selama  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah
mengambil tempat tinggal terakhir rumah di Jalan Sawo RT 001 RW 005
Nomor 38, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur
(ba 'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai keturunan
seorang anak;
4. Bahwa,  semula  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat
bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar pertengahan tahun 2000
sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  secara  terus
menerus, yang di antaranya disebabkan karena: 
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4.1. Bahwa Tergugat  memiliki  Wanita  idaman lain,  melakukan nikah
siri  dan dari  hasil  pernikahan tersebut Tergugat sudah memiliki  anak
yang diketahui secara langsung;
4.2. Bahwa Tergugat  tidak memberikan perhatian dan kasih sayang
kepada Penggugat, seperti lebih memerhatikan wanita lain yang dimiliki
Tergugat;
4.3. Bahwa  Tergugat  ketika  bertengkar  berkata-kata  kasar  yang
merendahkan dan menghina Penggugat;

5. Bahwa,  puncaknya permasalahan antara  Penggugat  dengan Tergugat
terjadi pada sekitar Juni 2023, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat
sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun masih
tinggal di kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak
perselisihan,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  istri  tidak  terlaksana
sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa,  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka
perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19
PP No.9   tahun  1975  jo.  Inpres  nomor  1  tahun  1991 tentang  kompilasi
Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua
Pengadilan  Agama Jakarta  Timur  c.q  Majelis  hakim segera  memeriksa  dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
:
PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak tiga ba’in kubraa Tergugat (Nama Tergugat) terhadap
Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Biaya  Perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku;  

SUBSIDER:
Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  yang  menyidangkan  perkara  ini

berpendapat  lain,  maka  mohon  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  seadil-
adilnya(ex aequo et bono); 
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Bahwa pada hari  persidangan yang telah  ditetapkan,  Penggugat  dan
Tergugat dipanggil ke tempat tinggal masing-masing, Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan
Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa  Ketua  Majelis  menjelaskan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat
bahwa  sebelum  pemeriksaan  perkara  dimulai,  Penggugat  dan  Tergugat
diwajibkan  untuk  menempuh  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara
mediasi;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat
dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia
untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa  kemudian  Penggugat  dan  Tergugat  menandatangani  formulir
penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk
menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis  memberikan penjelasan kepada Penggugat  dan
Tergugat  tentang prosedur  mediasi  dan pemilihan Mediator,  Mediator  Hakim
yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Timur,  selanjutnya  Penggugat  dan
Tergugat sepakat memilih seorang Mediator;

Bahwa  mediasi  dengan  Mediator  Hakim  pada  Pengadilan  Agama
Jakarta  Timur  tersebut  telah  dilaksanakan,  dan  dalam  laporannya  bahwa
mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa,  Tergugat  hanya  hadir  pada  persidangan  untuk  mediasi,  dan
pada  persidangan-persidangan  berikutnya  Tergugat  tidak  pernah  lagi
menghadiri persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak juga mengirim orang lain
sebagai wakil / kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang
resmi dan patut; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan  Penggugat   tersebut  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh
Penggugat;

Bahwa,  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah
mengajukan bukti  surat berupa :

1. Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk Provensi  DKI Jakarta,  Jakarta  Timur
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 31xxxxx8 atas Penggugat yang
dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Pemerintah
Provensi  DKI  Jakarta,  Jakarta  Timur  telah  bermeterai  cukup  dan  di-
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nazegeling, yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan  aslinya
ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi  kutipan akta nikah Nomor :  xxxx/1985 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota
Jakarta  Timur  tertanggal  18  Oktober  1985,  atas  nama  Penggugat  dan
Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda
P.2 dan diparaf;

Bahwa  selain  surat  bukti  tersebut  di  atas,  Penggugat  juga  telah
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut
agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara
persidangan  perkara  ini.  Pada  pokoknya  saksi-saksi  telah  memberikan
keterangan sebagai berikut : 
Saksi Pertama, Maswati binti H. Kisut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan
harmonis saja, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa  sejak  tahun  2000  mulai  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi
pertengakaran dan perselisihan;
- Bahwa,  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  sendiri  pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab  pertengkaran  karena  Tergugat  berselingkuh  dengan
perempuan  lain;  dan  Tergugat  kurang  perhatian  kepada  Penggugat,
Tergugat  ketika  bertengkar  berkata-kata  kasar  yang  merendahkan  dan
menghina Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Juni 2023;
- Bahwa  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah
ranjang, dalam hal ini masih tinggal di alamat yang sama;
- Bahwa  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tersebut  antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling
mempedulikan  lagi,  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  lahir  dan  batin
kepada  Penggugat,  tidak  lagi  menjalankan  kewajiban  masing-masing
sebagai suami isteri;

Saksi kedua, Fitriyatu Ummah binti Hamdani : 
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan
harmonis saja, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa  sejak  tahun  2000  mulai  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi
pertengakaran dan perselisihan;
- Bahwa,  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  sendiri  pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa penyebab  pertengkaran  karena  Tergugat  berselingkuh  dengan
perempuan  lain;  dan  Tergugat  kurang  perhatian  kepada  Penggugat,
Tergugat  ketika  bertengkar  berkata-kata  kasar  yang  merendahkan  dan
menghina Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Juni 2023;
- Bahwa  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah
ranjang, dalam hal ini masih tinggal di alamat yang sama;
- Bahwa selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tersebut  antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling
mempedulikan  lagi,  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  lahir  dan  batin
kepada  Penggugat,  tidak  lagi  menjalankan  kewajiban  masing-masing
sebagai suami isteri;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat
membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena
tidak hadir di persidangan;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  mengajukan  kesimpulan  yang  pada
pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan
Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusannya; 

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka
ditunjuklah  kepada  hal-hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara
persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah
sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  mengenai  gugatan  perceraian  antara
para  pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara
hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat  telah  jelas
menunjukan  sengketa  perkawinan  dan  dengan  didasarkan  kepada  dalil
Penggugat  sendiri  tentang domisili  Tergugat  yang berada diwilayah hukum
Pengadilan Agama Jakarta Timur , maka dengan didasarkan kepada ketentuan
Pasal  49 ayat (1) hurup a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka  Pengadilan  Agama Jakarta  Timur   berwenang  menerima,  memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989,  pasal  65  Undang-undang Nomor  3  tahun 2006  dan pasal  115
Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  secara
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maksimal  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  dengan  menasehati  Penggugat
untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat
dengan Tergugat  dengan upaya mediasi  sebagaimana ketentuan  Peraturan
Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun 2016,  upaya mediasi
telah dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur  sebagai
mediator bernama Hj. Yustimar, B, SH, akan tetapi usaha perdamaian melalui
mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  hanya  menghadiri  persidangan  yang
pertama, sedang persidangan-persidangan berikutnya Tergugat  tidak pernah
lagi menghadiri persidangan, padahal  Tergugat  telah dipanggil dengan cara
resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat
dalam berkas perkara ini, sedangkan ketidak hadiran Tergugat  tersebut, bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa sekalipun Tergugat   tidak pernah lagi  menghadiri
persidangan, persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.
Oleh karena Tergugat  telah tidak hadir,  maka Tergugat  tidak menjawab isi
gugatan  Penggugat,  dan  tanggapan  Tergugat   keterangan-keterangan  saksi
Penggugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga,
yang  disebabkan  sejak  akhir  tahun  2020,  selanjutnyan  pada  Juni  2023,
Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang,  bahwa  alasan  yang  dijadikan  dalil  gugatan  Penggugat
untuk  menggugat  cerai  dari  Tergugat  adalah  terjadinya  perselisihan  dan
pertengkaran  terus  menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat  maka  sesuai
dengan ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun
1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam hal ini telah
mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Penggugat yang
sekaligus sebagai saksi-saksi yang menerangkan pernikahan Penggugat dan
Tergugat sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti
surat dengan kode P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti  Penggugat beragama Islam
dan berdomisili  di  Kota  Jakarta  Timur,  adalah wilayah Yurisdiksi  Pengadilan
Agama Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama
Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  merupakan  bukti  autentik
yang  memuat  keterangan  tentang  telah  terjadinya  perkawinan  antara
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Penggugat  dan  Tergugat,   sehingga  harus  dinyatakan  telah  terbukti  bahwa
Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah,  Penggugat  memiliki  legal
standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat
bahwa alat  bukti  tersebut  merupakan suatu akta otentik,  karena dibuat oleh
pejabat  yang  berwenang  dan  khusus  dibuat  sebagai  alat  bukti,  dengan
demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  76  ayat  1
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang
saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua)  orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
masing-masing bernama Fenti Suryati binti Suryadi dan Yossi Oktvita Hera
Santi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta
mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah
memenuhi  syarat  formil  alat  bukti  saksi  yaitu  :  menerangkan  di  depan
persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 144
dan 145 HIR,  dan terlebih  dahulu  mengangkat  sumpah menurut  agamanya
berdasarkan pasal 147 HIR. Juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang
diberikan  atas  peristiwa  yang  dialami,  didengar  dan  dilihat  sendiri  bukan
testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempuyai
sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR,
dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal
172  HIR,  sehingga  keterangan  saksi-saksi  tersebut  mempunyai  kekuatan
pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  yang  diperkuat
oleh  keterangan  kedua  orang  saksi  Penggugat  masing-masing  di  bawah
sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  suami  isteri  yang  masih  terikat
perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis;
- Bahwa,  sekitar  tahun  2000  mulai  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi
pertengakaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan
perempuan  lain;  dan  Tergugat  kurang  perhatian  kepada  Penggugat,
Tergugat  ketika  bertengkar  berkata-kata  kasar  yang  merendahkan  dan
menghina Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Juni 2023;
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- Bahwa  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah
ranjang, dalam hal ini masih tinggal di alamat yang sama;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi
dan  sudah  tidak  saling   mempedulikan,  Tergugat  tidak  memberi  nafkah
kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing
sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat)
terhadap Penggugat (Nama Penggugat) maka akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974  tentang  perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan  suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai  suami  istri  dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan
(2)  Kompilasi  Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu  adanya  perselisihan  dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis
Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi
perselisihan yang memuncak dan terus  menerus yang sulit  diperbaiki,  serta
tekad  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  yang  menurut  anggapan
hukum  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat
dipertahankan lagi,  apabila mereka tetap dipaksa hidup di  bawah satu atap,
bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan
menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil
alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درأ

Artinya  :  Menolak  kemudharatan  lebih  utama  dari  pada  menarik
(mempertahankan) kebaikan;

المفاَسِدِ    مِنَ يرُْتكَبَُالدَنْىَ
Artinya  :“Apabila  dua  mafsadah  bertentangan,  maka  perhatikan  mana yang
lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang,  bahwa  tujuan  pernikahan  adalah  mencapai  keluarga
sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  dihubungkan  dengan  fakta-fakta  hokum
tersebut  di  atas,  maka  tujuan  pernikahan  tersebut  sudah  tidak  dapat
diwujudkan,  karena  Penggugat  tetap  ingin  berpisah  dengan  Tergugat,  Hal
tersebut  sejalan  dengan  pendapat  para  pakar  Hukum  Islam  dalam  Kitab
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Ghayah  al-Maram,  halaman  162  yang  diambil  alih  menjadi  pertimbangan
Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إذا
Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian
rupa, maka Hakim dapat  menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak
satu bain shughra”;

Menimbang,  bahwa  “Suami  isteri  wajib  saling  cinta-mencintai  hormat
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain”  sebagaimana  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan
dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak
mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan
kemampuannya”  sebagaimana  Pasal  80  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam,
dihubungkan dengan fakta hukum di  atas, maka Majelis Hakim berpendapat
Tergugat  sudah  tidak  dapat  mewujudkan  maksud  dari  pasal  tersebut  dan
mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti
lahir  dan batin  kepada suami di  dalam batas-batas yang dibenarkan hukum
Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi  Hukum Islam, dihubungkan
dengan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  Penggugat
sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung
Republik  Indonesia  Nomor  38/K/AG/1990  tanggal  22  Agustus  1991,  bahwa
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki
dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat  yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut
di  atas,  maka  alasan  perceraian  Penggugat  tidak  melawan  hak  dan  telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang  Perkawinan  jis.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9
Tahun  1975,  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  sehingga  petitum
angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  dalam  perkawinan  antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai
Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro,
sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
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Menimbang,  bahwa  pada  saat  putusan  ini  dijatuhkan  Penggugat
mengaku dalam keadaan suci;;

Menimbang,  bahwa Permohonan  termasuk  bidang  perkawinan,  maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat
(1)  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan  kedua  Undang-
undang  No.50  awal  tahun  2018,  maka  seluruh  biaya  perkara  dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat  (Nama Tergugat)
terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim
Pengadilan Agama Jakarta  Timur pada hari  Kamis tanggal  11 Januari  2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1445  Hijriah oleh Drs. H.
Syakhrani,  sebagai  Ketua  Majelis, Dra.  Hj.  Ida  Sariani,  S.H.,  M.H.I, dan
Ahmad  Bisri,  S.H.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh
Amrullah, S.HI.,, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat,
dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani
Hakim Anggota                                  Hakim Anggota

                             
                                
      Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.                Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

                                               Amrullah, S.HI.
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Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp   30.000,-
2. Biaya Proses         Rp  100.000,-
3. PNBP Panggilan Rp    20.000,-
4. Biaya Panggilan Rp  500.000,-
5. Biaya Redaksi Rp    10.000,-
6. Biaya Meterai                      Rp    10.000,-  

Jumlah Rp.  470.000,- 
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Nama Tergugat)
terhadap Penggugat (Nama Penggugat .);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022
Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  08  Rabiulakhir  1444  Hijriyah.,  dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terdiri

Putusan Nomor 5246/Pdt.G/2023/PA.JT                                        Hal. 11. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari  Drs. H. Syakhrani sebagai  Hakim Ketua Majelis serta  Dr.  Muhammad
Thamrin  A.,  M.H.,,  dan  Dra.  Hj.  Ida  Sariani,  S.H.,  M.H.I, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut,  dan  didampingi  oleh  Susilowati,  S.H.I.,  M.H., sebagai  Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Syakhrani
Hakim Anggota                                           Hakim Anggota

                         ttd                                                                 ttd
Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.                Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd 

                                              Susilowati, S.HI, M.H.

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani.
Hakim Anggota                                           Hakim Anggota

                           
            

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.                Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti,

                                   Susilowati,
S.HI, M.H.
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Salinan  Putusan  ini  sesuai  dengan
aslinya  dan  untuk  pertama  kali
diberikan kepada dan atas permintaan
Penggugat  /  Tergugat  pada
tanggal ......................, dalam keadaan
telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Jakarta Timur,

Akhmad Sahid, S.H
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